DESENTRALISASI, OTONOMI DAERAH, dan TRANSISI
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Dr. Mochtar Pabottingi (2003), dalam salah satu kertas kerjanya yang berjudul
Irasionalitas Politik dan Kesalahan Asumsi UU No. 22 Tahun 1999, secara tegas
mengatakan bahwa kelemahan mendasar dari UU. No. 22 Tahun 1999 adalah, cenderung
mengabaikan dinamika perubahan politik secara nasional, transisi menuju demokrasi. Atau
dengan kata lain, konsep desentralisasi dalam UU. No. 22 Tahun 1999 telah dibangun
berdasarkan asumsi bahwa Indonesia berada pada keadaan normal, yaitu pase sistem politik
demokrasi. Akibat dari pengabaian realitas politik tersebut, maka dapat dimengerti, bila
kemudian pada tingkat implementasi UU No. 22 Tahun 1999, telah menimbulkan banyak
penyimpangan-penyimpangan. Diantara bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, tulis
Pabottingi adalah: berlipat gandanya biaya pembangunanan ekonomi sebagai akibat dari
meningkatnya “pungutan liar” atas masyarakat dan pengusaha di daerah; dan semakin
“menggila-nya” praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di daerah. Sementara pada
sisi lain, pemerintah pusat dengan kasat mata terlihat masih enggan kehilangan kekuasaan
atas daerah. Atau dalam istilah yang lebih populer, pemerintah pusat masih bersikap
“setengah hati” dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah.

Pertanyaannya kemudian adalah, secara teoritis, bagaimana menjelaskan
interkorelasi antara fenomena penyimpangan implementasi kebijakan desentralisasi tersebut
dengan proses transisional (dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi) yang sedang terjadi
pada saat ini?. Jawaban atas pertanyaan ini, tentu saja, sulit untuk diketemukan bila

kerangka berfikir hanya dilandaskan pada dua perspektif desentralisasi yang ada, yakni:

“) Disampaikan pada Seminar “Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Prospeknya”, yang
diselenggarakan oleh IPDN, Jatinangor, 21 Juni 2010

) Penulis adalah Peneliti pada Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menyelesaikan program Doktor
dalam bidang Politik Pemerintahan Daerah (1999), di Flinders University, Adelaide, Australia.



Perspektif Desentralisasi Politik dan Administrasi. Ini karena, dua perspektif desentralisasi
tersebut tidak secara eksplisit memposisikan adanya hubungan korelasional antara kebijakan
desentralisasi dan dinamika perubahan sistem politik yang terjadi.

Penjelasan normatif atas jawaban dari pertanyaan di atas hanya mungkin dapat
dilakukan bila realitas implementasi kebijakan desentralisasi dipahami dan diartikulasi
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dinamika perubahan politik secara makro. Oleh
karena itu, dengan tidak bermaksud untuk menisbikan dua perspektif desentralisasi yang
ada, maka kerangka berfikir dalam menjelaskan keterkaitan antara penyimpangan
implementasi kebijakan desentralisasi tersebut dengan periode transisi menuju demokrasi
yang sedang terjadi saat ini, harus dipahami berdasarkan perspektif state-society relation.

Desentralisasi dan otonomi daerah, dalam kerangka berfikir perspektif state-society
relation, secara tegas diartikulasi bukan sebagai tujuan akhir, tetapi hanya sebagai alat atau
sarana untuk mendekatkan negara (state) kepada masyarakat (society), sehingga antara
keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik dalam proses pengambilan keputusan,
maupun pada tahap implementasi kebijakan. Tujuan akhir yang hendak dicapai, dalam hal
ini, tidak lain adalah demokratisasi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan
kerangka berfikir seperti ini, maka sulit dipungkiri, bila kemudian perspektif state-society
relation  cenderung tidak memisahkan antara konsep dan implementasi kebijakan

desentralisasi dengan sistem politik dan/atau tipe rezim yang sedang berkuasa.

Desentralisasi dan Pola Interaksi State-Society dalam Rezim Demokrasi:

Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa dalam rezim demokrasi, pola interaksi antara state
dan society sangat dinamis. Atau dengan kata lain, terjadi suatu interaksi dua arah antara
state dan Society, baik pada proses pengambilan keputusan (policy making), maupun pada
tahap implementasi kebijakan (policy implementation). Sehingga dengan demikian, berbagai
keputusan yang diambil oleh negara, secara prinsipal, merupakan persenyawaan antara
tuntutan masyarakat (society) dan kepentingan dari pihak state itu sendiri. Jadi, tegasnya,
kalaupun negara secara legal formal memiliki otoritas untuk menjatuhkan “palu” akhir atas
berbagai keputusan yang diambil, namun perannya dalam proses pengambilan keputusan itu
sendiri lebih sebagai mediator atas kompleksitas dan perbedaan kepentingan dari kalangan

masyarakat.



Praktik desentralisasi dalam rezim demokrasi, tentunya, memiliki hubungan
interkoneksitas dengan karakteristik pola interaksi state-society seperti telah dijelaskan di
atas. Dengan kata lain, sebagai bagian dari kebijakan nasional, maka baik perumusan
konsep maupun implementasi kebijakan desentralisasi, didasarkan pada interaksi “dua
arah” antara state dan society. Sehingga, kalaupun pada akhirnya desentralisasi harus
dihadirkan, keberadaannya merupakan persenyawaan antara kepentingan dari pihak state
dan society. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini, lebih
didasarkan pada prinsip saling-ketergantungan dan saling membutuhkan. Lebih jauh,
pengertian “daerah”, dalam konteks hubungan pusat-daerah, lebih merujuk pada suatu
entitas yang terdiri dari pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Sehingga, pada tataran
yang lebih mikro, kesetaraan interaksi antara state dan society pun dapat tercipta, yakni
antara pemerintah daerah dan komunitasnya.

Desentralisasi dan Pola Interaksi State-Society dalam Rezim Otoriter:
Kecenderungan yang sebaliknya terjadi pada rezim otoriter. Ini karena, pada umumnya,
dalam rezim otoriter sangat ditandai oleh dominasi state, baik pada proses pengambilan
keputusan (policy making), maupun pada tahap implementasi kebijakan (policy
implementation). Peran society dalam proses pengambilan keputusan, pada khususnya,
sangat dibatasi (untuk tidak menyebut disingkirkan). Dengan karakteristik seperti ini, maka
dapat dimengerti bila kemudian pola interaksi antara state dan society dalam rezim otoriter
lebih bersifat satu arah. Kalaupun terdapat dinamika dalam proses pengambilan keputusan,
misalnya, namun hal tersebut lebih banyak diwarnai oleh kompetisi kepentingan, koalisi,
kompromi, atau bahkan “perselingkuhan” antar segelintir elit di dalam negara (state actors).
Dengan kata lain, bukan didasarkan atas interaksi kepentingan antara state dan society.
Desentralisasi, baik konsep maupun implementasinya, yang lahir dan dibidani oleh
rezim otoriter, sulit dipungkiri, akan lebih banyak diinisiasi oleh pihak sate, atau untuk lebih
spesifiknya, oleh pemerintah pusat. Dominasi peran pemerintah pusat, dalam hal ini, tidak
saja terjadi dalam proses perumusan kebijakan desentralisasi, tetapi juga dalam mengontrol
pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sementara, pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai

pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Dalam konstelasi seperti ini, maka tidak



mengherankan bila kemudian keberadaan desentralisasi lebih dipahami oleh pemerintah
daerah sebagai kewajiban, daripada sebagai hak.

Pada sisi lain, masyarakat (society) cenderung dipinggirkan, atau lebih diposisikan
sebagai objek dari kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, interaksi dua arah antara
state dan society dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di
daerah, praktis tidak terjadi. Dinamika dalam proses pengambilan keputusan lebih banyak
ditandai oleh koalisi dan tawar-menawar kepentingan antar elit pemerintah daerah (local-
state actors). Kalaupun kebijakan otonomi daerah harus diterapkan (sebagai konsekwensi
logis dari kebijakan desentralisasi), namun sejatinya ia lebih berkarakter ‘“otonomi

pemerintah daerah”, atau bahkan “otonomi pejabat daerah”.

Desentralisasi dan Pola Interaksi State-Society pada Periode Transisi:

Pada periode transisi menuju demokrasi, sifat dasar dari rezim otoriter seperti dikemukakan
sebelumnya, belum secara total dapat dihilangkan. Kendati, salah satu tuntutan reformasi
politik itu sendiri mengharuskan adanya perluasan peran society, namun dalam banyak hal,
state relatif masih  mendominasi proses pengambilan keputusan nasional, atau bahkan
dalam kasus-kasus tertentu, dapat memaksakan kehendaknya. Pada sisi lain,
“perselingkuhan” antar state actors dalam rangka perjuangan kepentingan pribadi dan
kelompok masih tetap berlangsung

Diperbesarnya peluang bagi partisipasi masyarakat, sebagai bagian dari tuntutan
reformasi politik, harus diakui, telah memberi nuansa baru bagi pola interaksi antara sate
dan society pada periode transisi menuju demokrasi. Bila sebelumnya (pada periode rezim
otoriter) pola interaksi antara state dan society cenderung satu arah, maka pada periode
transisi menuju demokrasi mulai bergeser ke pola interaksi yang bersifat dua arah.
Walaupun praktik dari pola interaksi dua arah tersebut cenderung tidak seimbang karena
dalam banyak hal state masih dapat memaksakan kehendaknya atas society.

Selain dari itu, dan hal ini menjadi penting untuk dicatat, bahwa salah satu implikasi
dari perluasan partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi adalah
semakin transparannya kompetisi kepentingan antar elit massa. Kecenderungan ini tentunya
mudah untuk dipahami, karena society dalam arti civil society itu sendiri belum siap untuk

berperan, maka dapat dimengerti bila kemudian peluang partisipasi masyarakat pada



periode transisi menuju demokrasi telah lebih banyak ditangkap dan dimanfaatkan oleh para
elit massa. Mereka inilah yang telah berperan mewakili masyarakat, atau mengklaim diri
mewakili masyarakat, dalam berhadapan dengan pihak negara.

Argumentasi yang hendak ditegaskan di sini adalah, pola interaksi antara state dan
society pada periode transisi menuju demokrasi sejatinya lebih merupakan interaksi antara
elit penguasa (state actors) dan elit massa (society actors). Oleh karenanya, maka sulit untuk
dihindari bila kemudian kompetisi kepentingan antar elit penguasa (pada satu sisi) dan antar
elit massa (pada sisi lain) telah mendominasi proses politik, baik dalam pengambilan
keputusan, maupun pada tahap implementasi kebijakan.  Sementara, kolusi dan
persekongkolan politik antara dua kubu elit tersebut (elit masa dan elit penguasa) dalam
rangka perjuangan kepentingan masing-masing, telah menjadi karakteristik utama dari pola
interaksi antara state dan society. Praktik negosiasi dan koalisi politik multi level inilah
yang kemudian telah penulis lebelli dengan terminologi Poliarkhi Politik.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana halnya dengan karakteristik dari
desentralisasi dan otonomi daerah pada periode transisi menuju demokrasi?. Sebagai bagian
dari kebijakan nasional, maka sulit dihindari bahwa, baik konsep maupun implementasi
kebijakan desentralisasi memiliki hubungan interkoneksitas dengan pola interaksi antara
state-society seperti dijelaskan di atas. Secara umum, dapat dikemukakan sedikitnya ada 3
(tiga) karakteristik utama dari praktik desentralisasi pada periode transisi menuju
demokrasi.

Pertama, dominasi peran pemerintah pusat dalam proses perumusan kebijakan
desentralisasi relatif mulai berkurang. Bila pada periode rezim otoriter, pemerintah pusat
berperan dominan dalam menginisiasi dan dalam proses perumusan kebijakan
desentralisasi, maka pada periode transisi menuju demokrasi, peran pemerintah daerah
mulai diperhitungkan. Namun demikian, perlu ditegaskan di sini, bahwa pengurangan
dominasi peran pemerintah pusat tersebut lebih dalam dimensi kuantitas (bukan dalam
dimensi kualitas). Ini berarti secara implisit mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat masih
tetap dapat memaksakan kepentingannya, kendati hal tersebut dilakukan dalam kemasan
demokrasi, dan diperjuangkan melalui proses politik informal.

Medan konflik pada konteks ini, umumnya terletak pada persoalan pembagian

wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pada satu sisi, tuntutan reformasi politik



menghendaki pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah, namun pada sisi lain
pemerintah pusat masih enggan untuk kehilangan wewenang. Indikasi dari konflik
kepentingan tersebut, antara lain, direfleksikan oleh munculnya fenomena “tarik-ulur”
hubungan kekuasaan pusat-daerah, yang kemudian melahirkan praktik otonomi daerah
Setengah Hati”. Untuk memenangkan kompetisi dalam arena konflik kepentingan tersebut,
dan dalam rangka meredam rasa ketidak puasan daerah, maka salah satu instrumen yang
biasanya digunakan oleh pemerintah pusat adalah resource base allocation, yakni alokasi
subsidi pemerintah pusat (baik secara langsung atau tidak langsung) kepada daerah.

Kedua, pendekatan dalam implementasi kebijakan desentraliasi mulai bergeser dari
pola lama yang bersifat monolitik dengan semangat top-down, ke arah pola baru yang
bersifat holistik, dengan semangat bottom-up. Salah satu konsekuensi logis dari adanya
pergeseran pendekatan implementasi kebijakan desentralisasi ini, maka pemerintah daerah
mulai diberi keleluasaan, baik dalam proses pengambilan keputusan, maupun dalam
implementasi kebijakan, sejauh tidak “melanggar” kepentingan pemerintah pusat. Namun
demikian, pada tingkat realitas, pergeseran pendekatan implementasi kebijakan
desentralisasi tersebut belum diikuti oleh pergeseran orientasi dikalangan pemerintah
daerah. Akibatnya, maka terjadilah dis-orientasi dalam implementasi kebijakan
desentralisasi, yang kemudian dalam banyak hal telah melahirkan praktik otonomi daerah
kebablasan.

Indikasi dari fenomena dis-orientasi desentralisasi tersebut, antara lain, direfleksikan
oleh sikap pemerintah daerah yang masih memposisikan pemerintah pusat sebagai sumber
utama dari energi politik dan ekonomi yang diperlukan. Sementara, pada sisi lain,
pemerintah daerah cenderung melakukan penolakan atas intervensi pemerintah pusat
terhadap daerah, utamanya dalam implementasi berbagai wewenang yang telah
didefinisikan oleh pemerintah daerah menjadi miliknya. Pada konteks Indonesia,
menjamurnya Peraturan Daerah (Perda) bermasalah di sejumlah daerah akhir-akhir ini,
dapat diartikulasi sebagai bagian dari manifestasi dis-orientasi desentralisasi tersebut pada
tingkat realitas.

Ketiga, masyarakat (society) tidak lagi sepenuhnya terpinggirkan dalam
implementasi kebijakan desentralisasi, tetapi mulai diikutsertakan, baik dalam proses

pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Namun, sejalan



dengan karakteristik dari pola interaksi antara state dan society pada periode transisi
demokrasi, maka peran masyarakat dalam hal ini belum dalam arti sivil society, tetapi lebih
banyak diwakili oleh elit massa.

Dengan demikian, barangkali tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pola interaksi
antara state dan society dalam implementasi kebijakan desentralisasi, lebih berkarakterkan
interaksi antara elit penguasa (state actors) dan elit massa (society actors). Sementara,
fenomena poliarkhi politik, yang ditandai oleh adanya kolusi dan persekongkolan politik
antara elit masa dan elit penguasa dalam rangka perjuangan kepentingan masing-masing,
juga sulit diingkari akan mendominasi proses politik di tingkat lokal. Praktik poliarkhi
politik tersebut tidak saja merambah proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada
tingkat implementasi kebijakan.

Kembali ke pertanyaan pokok yang dibangun pada bagian awal tulisan ini, yaitu:
bagaimana menjelaskan interkorelasi antara fenomena penyimpangan implementasi
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan proses transisional yang sedang terjadi
pada saat ini?. Bila tiga karakteristik utama dari praktik desentralisasi pada periode transisi
menuju demokrasi di atas dapat dijadikan sebagai rujukan, sebenarnya jawaban atas
pertanyaan tersebut sangat jelas tergambarkan. Misalnya saja, fenomena semakin maraknya
praktik KKN seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi, ini merupakan salah
satu konsekuensi logis dari terjadinya dis-orientasi dalam memahami konsep desentralisasi
(lihat karakteristik kedua dari desentralisasi pada periode transisional). Kenyataan tersebut
juga dapat dipahami sebagai salah satu implikasi dari pola interaksi antara state dan society
di tingkat lokal yang lebih bersifat poliarkhi (lihat karakteristik yang ketiga). Sementara,
sikap pemerintah pusat yang setengah hati dalam mendukung implementasi kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah dapat diartikulasi sebagai indikasi dari masih cukup
kuatnya posisi tawar pemerintah pusat atas daerah, baik dalam proses pengambilan
keputusan, maupun dalam implementasi kebijakan desentralisasi saat ini (lihat karakteristik
yang pertama).

Terlepas dari sikap pro dan kontra dalam menilai fenomena Penyimpangan Praktik
Desentralisasi dan Otonomi Daerah seperti diutarakan di atas, seyogianya realitas tersebut
harus diartikulasi sebagai refleksi dari proses “pemaknaan” otonomi daerah. Oleh

karenanya, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah memaksimalkan segenap



sumber daya yang ada untuk memperbaiki dan meluruskan proses “pemaknaan” otonomi
tersebut. Bukan justru sebaliknya, mendudukan hal tersebut sebagai jastifikasi untuk
melakukan re-sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.

Bila memang betul, daerah dianggap “kebablasan”(?) dalam mengimplementasikan
UU No. 22 Tahun 1999 (selanjutnya telah direvisi dengan UU 32 Tahun 2004), maka
daerah harus di ingatkan dan dikembalikan pada bingkai yang semestinya, melalui upaya-
upaya perbaikan dan penyempurnaan konsep maupun mekanisme implementasi otonomi
daerah.  Misalnya, jika sejauh ini, DPRD dinilai cenderung ‘kebablasan” dalam
menjalankan fungsi Pengawasannya, maka terapi yang harus dilakukan adalah merumuskan
secara lebih spesifik tentang batasan-batasan wewenang yang semestinya dimiliki oleh
DPRD dalam mengaplikasikan fungsinya tersebut. Bukan justru sebaliknya, menjadikan
praktik penyimpangan yang dilakukan oleh DPRD sebagai jastifikasi untuk menarik
kembali fungsi pengawasan yang telah diberikan kepada, atau bahkan “memandulkan”
peran dan fungsi DPRD sebagai legislatif daerah.

Pada sisi lain, Dbila pemerintah pusat dinilai masih “setengah hati” dalam
mendukung implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, maka dengan penuh kesadaran
hendaknya melakukan introspeksi diri dan menepati political commitment yang telah
disepakati secara nasional. Misalnya saja, sejauh ini banyak kalangan menilai keberadaan
ketentuan tentang “kewenangan bidang lainnya” pada UU Pemerintahan Daerah sebagai
manifestasi dari masih dominannya keinginan pemerintah pusat untuk kembali melakukan
sentralisasi kekuasaan. Untuk meminimalkan kesan negatif tersebut, maka baik jenis
maupun ruang lingkup “wewenang bidang lain” yang dimiliki oleh pemerintah pusat perlu
ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspirasi daerah, dan atas dasar prinsip tidak
saling memaksakan. Dalam bahasa yang lebih abstrak, idealnya ketetapan tentang
“kewenangan bidang lain” tersebut tidak harus mengorbankan ke-Bhinekaan hanya karena

lebih mengedepankan ke-Tunggal Ikaan.
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